
BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SILATAN

PERATURAN BI'PATI TANA TORAJA
I{OMOR O' TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAIT BATAS.'UMLAII SURAT PER INTAAI{ PEMBAYARAN UANG
PERSEDWI!{ (spp-t pl, SURAT pERMnCTAAtt PEMBAYARAN GAI{Tr UAI{G

PERSEDIAAIT (SPP.GUI DAT{ SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAI
TAI,IBAIIAN UANG PERSEDIAAI{ (SPP-TU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN TAJYA TORA'A TAHI'IT ANGGARAIT 2O21

DENGAN RAHMAT TUIIAIT YANG MAHA ESA

BUPATI TAITA TORA"'A,

Menimbang a. bah\r!'a dalam rangka pengisian uang persediaan, ganti
uang persediaan, dan tambahan uang persediaan pada
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja,
perlu Penetapan batas jumlah Surat Permintaan
Pembalaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan
Pembayaran Canti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat
Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan
(SPP-TU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana
Toraja Tah un Anggaran 2021 ;

b. bahta berdasarkan ketentuan Pasal 2O1 dan Pasal 202
arat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali rerakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan batas jumlah
maksimal SPP-UP dan SPP-CU ditetapkan dalam
peraturan kepala daerah serta batas jumlah peng4uan
SPP TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan
memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu

l/
rpenggunaan;
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Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dal huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tana Toraja tentang penetapan Batas
Jumlah surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan
(SPP-UP). Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang
Persediaan (SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran
Tambalan Uang Persediaan (SPP-TU) di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran
2021:

l.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 11 di Sulawesi
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelegaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (L,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
l,embaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan kmbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (t embaran Negara Republik lndonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan l,embaran Negara Republik
lndonesia Nomor 440O);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Ifmbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
53, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1-2 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

8. Undang Undalg Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah{l-embaranNegaraRepublik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undarg-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (tcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan [,embaran
Negara Republik Indonesia NorrLot 56791; 
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g Peraturan Pemenntah Nomor 55 Tahun 2005 tenlang

" t'".. p.i-u-gan Keuangan Daerahi

I o. Perat u ran Pemerinr alr, N-omor 
J'" ;XX' ;"3:.1:, #1il iPedomar,l!To'1111. f "',, :;;;;;-'r ;r-a Repu bri k

Pc,.err,Larrdrr or 73' Tambahan l'embaran
i-a^,''".ia Tahun 2017 Nom
'ti":;;; R.prlik lndonesta Nomor 604l):

t, ;:.';;;;";;;erintah Nomor 
rr? 'i*;0.',"0"'.n 'i:LT:

Peneelolaan Keuangan L
'ol"i oI [-i"a""""ia iahun 2019 Nomor 'l2 Tambahan

[#;;''*;*;;" Republik lndonesia Nomor 6322): 
^^^'

,, ;:;;ffi;; rJ"''ii'' nur'* Neseri Nomor 13 rahun 2oob

lenrang Pedoman Pengeio"laan Keuangan Daerah

"li'i.irn"""-t"ith d)ubah beberapa kah terakhrr dengan

;'#:il;' ir;"., o.t,- Neseri Republik,.]l!:t::]i
i';;;; ;i iahun 2ol1 tentane Perubahan Kedua aras

;;;;;; vlnien oatam Negei Nomor 13 Talrun 20o6

,."i.tfe.0..." Pengelolaan"Keuangan Daerah: - -
rs. ;';.";i." o".rah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2-Tahun
'" ;;&ii;;i;; Pokok-pokok Pensetolaan Keuangan Daerah

(t-embaran Daerai Kabupalen Tana Toraja Tahun 2008

Nomor 21 sebagalmana telai dlubah dengan Peraluran

iji"."tt r"rr"pi'r.n Tana Toraja Nomor 5 Taiu-n 2015

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

i;;; f.*J. Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 5l;

1.1. Peraturan Daerah (abupaten Tana Toraja Nomor 10

Talun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun
2O2O tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 202 1;

16. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatar dan Belanja Daera}
Tahun Anggaran 2021;

Menetapkan:

ME}IUTUSKAN:

PERATURA.IT BUPATI TANA TORAJA TENTANG
PEITETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMIITTAAN
PEMBAYARA1T UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT
PERMINTAAI{ PEMBAYARAI| GANTI UAITG PERSEDIAAN
(SPP-GU} DAN SURAT PERMIITAAN PEMBAYARAN
TA}IBAHAN UANG PERSEDIAAI{ (SPP-TU) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAITA TORA"'A
TAIIUN ANGGARAN 2021.

t

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini 1-ang dimaksud dengan
l. Bupariadalah Bupari TanaToraia. 42'
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l:L1,li, 1:lr"]." keuangan o"lran ,"r,, selanjurnya disinskat ppKD

lj,:,:.1.,-fo1l , 
satuan kerja pengetoia rerianjan a^.?"r, y..,g

Tli:J::l'? drsebut dengan kepata SKpKD vang mempunvai rugasmelaksanakan pengelolaan APBD dar bertindak sebagai Bendahara
Umum Daerah.
Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalahrHhu vang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum
Daerah.
Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugaa pot<ok dan fungsi satuln ker.1aperangkat daerah yang dipimpinnya.
Kuasa Pengguna Anggaran adatah pejabat yang diberi kuasa untukmelaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalammelaksanakan sebagian tugas aan fungsi satuan tfra perangkat
daerah.
Pejabat Penatausalaan Keuangan satuan keda perangkat daerah
selanjutnya disingkat ppK-SKpD adatah pejabai yang m"elaksa.,akan
fungsi_tata usaha keuangan pada satuan kirja perangka-t daerah.
tsendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahaian. dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada satuan keia perangkat daerah.
Unit_Keia adalah sebagian dari satuan ke{a peringkat daerah vang
melal{sanakan satu atau beberapa program.
S[rat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat Spp adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas
pelaksanaar kegiatan / bendahara pengeluaran untuk mengajukan
permin taan pembayaran.
Surat Permintaan Pembat aran Uang persediaan yang selanjutnya
disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan uang muka kefa yang bersifat
pengisian kembali (revolving) 1'ang tidak dapat dilakukan dengan
pembar aran langsung;
Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang persediaan vang selanjutnl-a
disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak
dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
Surat Permintaan Pembayarar Tambahan Uang Persediaan lang
selanjutnya disingkat SPP-TU adatah dokumen yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan
guna melaksanakan kegiatan satuan keda perangkat daerah _vang
bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran
Iangsung dan uang persediaan.

Pasal 2

(1) SPP-UP diajukan pada aw.al Tahun Anggaran.
(2) Uan g persediaan digunakan untuk membiaYai pengeluaran-pengeluaran

belanja pegawai non gaji, belanja irarang dan jasa dan belanja modal
selain .\'ang dilakukan dengan pembayaran langsung kepada pihak ke
tiga berdasarkan konbak kerja atau surat perintah keia.

{3} Uang percediaan tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja -r'ang
menurut ketentuan peraturan prrundang-undalgan harus diajukan
dengan SPP-I-S. /,9
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(4) Batas Jumlah Spp-Up dan Spp_GU merupakan batasan tertinggi yangdiajukan oleh Bendahara pengeluaran *ir"" 1.,:" p".""gkat daerahkepada Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna n,ig.i".,-.ir"lri ppx.perangkat daerah.
(5) Penetapan batas jumlah Spp-Up_ diberikan kepada masing-masingsatuan. kerja perangkat daerah dan _..rp"f."ri 

- 
U"gru;iang tiaak

lerpiui.rkan sebagaimana ya-ng tercantum <iaf"- f"_!i.arr" peraturan
Bupati ini.

(l)Fendahara Pengeluaran dapat mengalokasikan/membagi Spp-Upkepada Bendahara pengeluaran pembariu v""J "aj'p"J. "ituan keia
^ 

perangkat daerah/Unjt kerja perangkat daeiah.
(2) Pergalokasian, Spp-Up kep;da Bendahara pengeluaran pembantu

seoagalmana dimaksud Da.ta ayat {l) dilaksanakan atas persetujuanPengguna Anggaran.

Pasal 3

Pasal -1

Pasal 5

,,1:,1:9r- 
!l1j,rUlr serelah pensgunaan uang persediaan yang drkelotaolen satuan kerJa perangkat daerai mencapai sekurarrg_kurangnra 709odari realisasi jumlah Spp-Up.

(2) P.enggunaan uang persediaan sebagaimana dimaksud ayat (l) ditandaidengan pengesahan laporan pertanggungjawaban bendaharapengeluaran atas pen ggunaan dana SFp_U pGbeiumnva-

(l)Batas jumlah pengajuan Spp-TU
PPKD dengan memperhatikan
penggunaan.

harus mendapat persetujuan dari
rincian kebutuhan dalam waktu

(2) Syarat untuk mengajukan Spp-TU adalah sebagai berikut:
a. Untuk memenuhi kebutuhan 1.ang sangat mendesak/tidak dapatditu nda;
b. Digunakan paling lama l(satu) bulan sejak tanggal Surat perintah

Pencairan Dana (Sp2 D) diterbitl<an:
c. Apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan, sisa dana yang adapada Bendahara, harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah;d. Ketentuan sebagaimana dimaksud dala-m huruf (c) Jikecualikan

un tu k:
, Kegiatan yang pelaksanaann,va melebihi 1 (satu) bulan;- Kegiatan yang mengalami penundaaan dari jadwal ].ang telah diretapkan, diakibatkan oleh peristiwa diluar kendah Fe.,ggu.ra

Anggaran / Kuasa pengtuna Anggaran.
e. Apabiii ketentuan p"al nr.ut (c) tidak dipenuhi, satu^., t"4" /perangkat daerah vang bersangkutan tidak dapat lagi diUeritan /tambahan uang persediaan pada Tahun anggaran 'Be.ke;aan. - 

/
...
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Pasal 6

Batas rnaksimal jumlah uang tunai yang dapat disimpan dalam brankas
Penqqrara Pengeluaran sebesar Rp. Zs.ObO.ObO,OO lDua puluh I_ima .ruta
Rupiah).

Pasal 7

ladl S13t Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan Bupati Tana
Toraja Nomq 1 Tahun 2O2O tentang penetapan Batas Jumlah Surat
Permintaan Pembayaran Uang persediaan (Spp-Up), Surat permintaan
Pembayaran Ganti Uang Persediaan (Spp-GU), dan Surat permintaan
Pembayaran Tambahan Uang persediaan (Spp-TU) di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dicabut dan dinyataka-n tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang meqgetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Mqkale -
pada tanggal eeJ *

d.r* trt*^toR .tA, tg

ta2- i

L I{TCODEMUS BIRII{GXATAE

Diundangkan di Makale.
pada tanggal lA Jodta doai

DAERAH ITAET'PATEI{ TAITA TORAJA'

SEMI'EL BI'RA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORA.IA TAHUN 2021 NOMOR



JUMLAH
MAKSIMAL

SPP-UP/SPP-
GU lRp)

NO
KODE

ORGANISASI
NAMA OPD

r.0 r 0.00.0.00.o 1.0000 DINAS PENDIDIKAN

2 1.02.0.00.0.00.01.0000

3 1.02.0.00.0.00.02.0000

.+ 1.03.0.00.0.00.01.00

RUMAH SAKIT UMUM
LAKIPADADA

6.792.182,OOO

157.937.OOO

31.041.OOO

217.426.OOO

32.916.OOO

a9.223.OOO

a4.o5s.ooo

133.2sO.OOO

97-9()4.OOO

DINAS PEI(ERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

l 1.0.1.0.00.0.00.0 1.0000

fretron sa, uax por-rsr
' ,,i (r oo.o.Ut).O 1.0000 PAMONC PRAJA DAN

PEMADAM KEBA}'ARAN
()

BADAN PENANGGULANGAN7 1.05.0.00.0.00.02.o0
BENCANA DAERAH

1.06.0.00.o.00.0 r.00 DINAS SOSIAL

9

10 2.08.0.00.0.00.0 r.00

11 2.09.3.25.0.00.01.00

13 2r2000000.01 00

14 2. r3.0.00.0.00.01.00

DINAS KETAHANAN
PANCAN DAN PERIKANAN

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PEN CATATAN SIPIL
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARATKAT DAN
LEMBANG

2.07 3.32 0 0o 0r 0*. Biitt il?Jl:tA 
KERJA DAN

a
l

12 2. r r.0.00.0.00.01.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP r73.135.OOO

15 2.1:t.0 00.0.00.01.00
DINAS PE N G i,] N I-]A I,I A
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

N

16 2. r s.0.00.0.00.01.00 DINAS PERHUBUNGAN

t7 2. I6.0.00.0.00.01.00 DINAS KOMUNiKASI DAN
INFORMATIKA

2. 17.O.00.0.00.o 1.oo DINAS KOPERAS], USAHA
KECIL DAN MENENGAH

42,47

1t2.72

s.ooo /
3.ooo /-

r8

.na

65,442
r

.ooo

-'1 -

LAMPIRAN PERATURAN BUPAT1 TANA TORAJA
NOMOR : Ol TAHUN 2021
I.ENTANG ; PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN

PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP.UP}, SURAT

PERMIMTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG
PERSEDIAAN (SPP-CU) DAN SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-

TU) DI LINGKUNCAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA

TORAJA TAHUN ANGGARAN 2021

DINAS KESEHATAN

5.190.106.OOO

4t4.962.OOO

I

iI
I

16A.769.OOO

I

I

8

42l.sss.ooo I
F
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l9 2. I 8.0.00.0.00.01.00
DINAS PENANAMAN MODAI-
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRACA

7s.253.ooo 
i

14l.065.OOO I

-_l

69.120.OOO

1.953.170.OOO

2o 2.19.0.00.0.00.01.00

2t 2.2 ) o.00.o.00.01.00
DINAS KEBUDAYAAN

'22 2.23.2.21.O.OO.0t.0o DINAS PERPUS TAKAAN DAN

x) ARSIP
3.26.0.00.0.00.01.00 DINAS PARIWISATA

21
236,747,OOO

D]NAS PERTANIAN s19.287.OOO
GANGAN DAN
AN

SEXRETARIAT DAERAH 1.119.395.OOO

SEKRETARIAT DPRD 847.O14.OOO
DAN PERENCANAAN
MBANGUNAN DAERAH 224.Sa3.OOO

DAN PENCELOLA

2a 5.1s.505.0.00.01.00

5.02.0.00.0.00.01.00

5.02.0.00.0.00.02.00

31 0 r.0.00.0.00.02.0000

35 7.0 1.0.00.0.00.03.0000

3.27.0.00.0.00.01.00

'25 30.0.00.0.00.01.003.
I

27 4.02.0.00.0.00.0I

26 l+ 01.0.o0.0.00.01

I

KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
BADAN PENDAPATAN
DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA

184.526.OOO

226,256,OOO3l

32 6.0 r.0.00.0.00.01.00 INSPEKTORAT DAERAH

33 7.0 r.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN MAKALE

412.119.OOO

306.716.OOO

lr
KECAMATAN MAKALE
UTARA
KECAMATAN MAKA.LE
SELATAN

124.',749.OOO

93.891.OOO

66.643.OOO36 7.0r.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SANGALLA'

\- 37

k
j o,

7.0 1.0.00.0.00.06.0000 33.021.

39 7.0 1.0.00.0.00.07.0000 I<ECAMATAN MENGKENDEK 136.731.OOO

40 91.265.OOO

7 01.0.00.0.00.05.0000

7.01.0.00.0.00.09.0000

KECAMATAN SANGALLA'
UTARA

KECAMATAN
BONGGAKARADENC

KECAMATAN SANGALLA'
SELATAN

ooo
l

44.27L.OOO

4s.475.OOO

12 7.0r.0.00.0.00. r0.0000 KECAMATAN REMBON

-13 7.01 .0.00.0.00. 1 1.0000
KECAMATAN MALIMBONG
BALEPE'

44 7.0 1.0.00.0.00. 12.0000

45 7.01.0.00.0.00. I3.0000 KECAMATAN KURRA

34.207.OOO

76.552.OOO

31.448.OOO

I
)/

7.O I 0.00.0.oo. 14.0000

KECAMATAN
GANDANGBATU SILLANAN

KECAMATAN SALUPUTTI

47 7.0 1.0.00.0.00. r5.0000 KECAMATAN RANO 17.O83.OOO

r

74.5a3.OOO

--l
l

80.833.OOO

t

DINAS

29

30

l

5.03.5.0.+.0.00.01.00

78.378.OOO

KECAMATAN RANTETAYO

35.333.OOO

46

7.0 1.0.00.0.00.08.0000
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48 7.0 1.0.00.0.00. l6.oo00

52

t

191.861.OOO

BUPATT TANA TOR JA,4_

BIRII'IGXANAE

KECAMATAN BIT'TUANG 36.940.OOO
.19 7.0 1.0.00.0.00. 17.0000 KECAMATAN MASANDA 17.250.OOO
50 KECAMATAN SIMBUANC 31.204.OOO
51 KECAMATAN MAPPAK 43.383.OOO

7.O 1 .0.00.0.00. l8.oooo

7.01.0.00.0.00. l9.oo0o

8.01 .0.00.0.00.01.00 R KESATUAN
DAN POLITIK

KANTO
BANGSA

I


